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ABSTRAK

Gugatan nafkah lampau (an-nafgah al-madiyah) pada umumnya hanya
diajukan pada gugatan rekonpensi untuk perkara cerai talak. Akan tetapi seiring
perkembangan waktu terdapat ketentuan baru dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019
yang mengatur tentang perlindungan hak-hak perempuan pasca cerai gugat.
Ketentuan tersebut ditemukan dalam perkara nomor 744/Pdt.G/2020/PA.Btl yang
didalamnya terdapat gugatan nafkah lampau untuk istri dan nafkah lampau untuk
anak bersamaan dengan gugatan perceraian. Perkara tersebut merupakan perkara
gugatan nafkah lampau pertama yang diajukan dan diputus oleh Majelis Hakim di
Pengadilan Agama Bantul.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian
kepustakaan (library research) dengan sifat penelitian kualitatif dan metode
deskriptif-analitik. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan metode
dokumentasi dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang berkaitan
dengan penelitian. Metode ini diaplikasikan dengan mendekripsikan gugatan
nafkah lampau pada perkara nomor 744/Pdt.G/2020/PA.Btl dengan dikaitkan
dengan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan nafkah lampau. Pendekatan
perspektif yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-yuridis.
Dalam melakukan analisis penelitian ini menggunakan analisis deduktif.

Berdasarkan analisis normatif pada putusan nomor 744/Pdt.G/2020/PA.Btl
didasarkan pada pendapat jumhur ulama bahwa kondisi Tergugat dapat
dikategorikan mampu untuk membayar nafkah lampau. Sedangkan dalam kajian
yuridis telah mencapai tujuan hukum yaitu unsur keadilan, unsur kepastian hukum,
dan unsur kemanfaatan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, SEMA Nomor 2 Tahun 2019, dan
Buku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan. Akan tetapi
terdapat dilema terkait eksekusi yang tidak diatur secara rinci dan tegas sehingga
dapat menimbulkan celah bagi Tergugat untuk mengabaikan isi putusan..

Kata Kunci: Cerai Gugat, Nafkah Lampau untuk Istri, Nafkah Lampau untuk
Anak, Perkara Nomor 744/Pdt. G/2020/PA.BtI
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MOTTO

“Berjalan tak seperti rencana adalah jalan yang sudah biasa,

jalan satu-satunya jalani sebaik kau bisa.”
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam karya tulis ini adalah transliterasi yang
telah menjadi keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 tahun 1987, yang ringkasnya sebagai

berikut:
1. Konsonan
Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan
i Alif 3 Tidak dilambangkan
Ba b be
<
- Ta t te
. Sa & es (dengan titik di atas)
Jim J Je
C
Ha i ha (dengan titik di bawah)
C
. Kha kh ka dan ha
C
de
& Dal d
. Zal 5 zet (dengan titik di atas)
b}
Ra r Er
»
. Zai z zet
D
Sin S es
o
. Syin S es dan ye
5 y y
Sad S es (dengan titik di bawah)
f v G
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P Dad d de (dengan titik di bawah)
1 Ta ¢ te (dengan titik di bawah)
1 Za 7 zet (dengan titik di bawah)
t ‘Ain koma tebalik di atas
: Gain g ge
C
B Fa f ef
3 Qaf q Ki
K Kaf k ka
J Lam I el
. Mim m em
5 Nun n en
, Wau w we
, Ha h ha
) Hamzah apostrof
= Ya y ye
2. Vokal
a. Vokal Tunggal
Tanda Nama Huruf Latin Nama
) Fathah A A
Kasrah | I
) dammah U U




b. Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf Nama Huruf Latin Nama
Fathah Ai adani
kasrah au adanu

) oo
Contoh:
o< Ditulis Kataba
3-;; Ditulis fa’ala
)S/j Ditulis Zukira
DA
sy Ditulis Yazhabu
RN
T Ditulis su’ila
3. Maddah
Harakat dan huruf Nama Huruf dan tanda Nama
\ fathah dan alif A a dan garis di atas
S v atau ya
I i dan garis di atas
e Kasrah dan ya
dammah dan U u dan garis di atas
> wau




Contoh:

J z Ditulis qala
< Ditulis Rama

)

3-13 Ditulis Qila

j’ o Ditulis Yagqiilu
)9

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu:
1. Tamarbutah hidup
2. Tamarbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah,
transliterasinya adalah /t/
3. Tamarbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah
Ih/
Jika pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta

marbutah itu transliterasinya ha.

Contoh:
J\-;-L/Y\ f@:}j Ditulis raudah al-atfal
w47 U Ditulis al-madinah al-munawwarah
o 29~J’ A \ ‘\A;.J.Zj\

Xi




w1 Ditulis

talhah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan arab dilambangkan
dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi

tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf sama dengan huruf yang diberi

tanda tasydid.

Contoh:

\:‘:)/ Ditulis Rabana
jqf Ditulis Nazzala
jé\ Ditulis al-birru
él\ Ditulis al-hajju
g/‘:é Ditulis nu’’ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf alif
lam (J'). Namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang

yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf

gamariyyah.
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1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai
bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata
sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah ditransliterasikan sesuai
dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf gamariyyah kata

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda

sandang.
Contoh:

Jé-jj\ Ditulis ar-rajulu

g u\ Ditulis as-sayyidatu

uij;J\ Ditulis asy-syamsu
Pk \ Ditulis al-gamaru
é'/d\ Ditulis al-ba’du
J\)LLS Ditulis al-jalalu
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7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof.

Namun hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan diakhir kata. Bila

hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan

Arab berupa alif.

Contoh:

P o e _
Q’! 4 3 Ditulis Tadkhuluna
éji“ Ditulis an-nau’u
?555 Ditulis syai’un
di Ditulis Inna
2
R Ditulis Umirtu
-
Ditulis Akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, bail fi’il, isim maupun harf, ditulis terpisah.

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan,

maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan

kata yang lain yang mengikutinya.
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Contoh:

-Wa innallaha lahuwa khair ar-

pHERUFI=

G530 2 A 3 il B,
&\;'Z';J\J Jéﬁ\ \);)t Ditulis | -Wa aufii al-kaila wa al-mizan.
e j/;} /\A {; ‘}m C""i Ditulis | Bismillahi majréha wa mursaha
EEE T i
Ditulis

-Wa lillahi ‘alan-nasi hijjul-hijjul-

baiti man-istata’a ilaihi sabila.

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital dikenal, namun dalam

transliterasi ini huruf tersebut dipergunakan huruf kapital seperti apa yang

berlaku dalam EY D, di antaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan

permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang

ditulis dengan huruf kapital tetap huruf yang nama diri tersebut, bukan huruf

awal kata sandangnya.
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Contoh:

ES’ P \Ti i \3} Ditulis | Wa ma Muhammadun illa rastl
HFPRS IR Inna awwala baitin wudi’a linnasi
g B '
. 3 lallazi bi Bakkata mubarakan
a8 sl
-7 =
o3 3l 2l ol ) 5es Sl -Syahru Ramadana al-lazi unzila
- - ITUlIS

fih al-Qur’an.

G

2 A - -Wa lagad ra’ahu bi al-ufuq al-
Gl s3VL 55 Adg | Ditulis

mubin.

U“M\ o3 A },/’;”\ Ditulis | Alhamdulillahi rabbi al-‘alamin
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan
perempuan yang bertujuan tidak hanya sekedar untuk hidup bersama
melainkan untuk membangun keluarga yang kekal dan bahagia yang sah
menurut syariat dan Undang-Undang.! Sebuah ikatan perkawinan
menimbulkan konsekuensi hukum berupa hak dan kewajiban yang harus
dipenuhi oleh masing-masing suami dan istri. Salah satu kewajiban yang
harus dipenuhi oleh suami dalam pernikahan salah satunya adalah

memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya.

Kewajiban memberikan nafkah oleh suami hukumnya wajib untuk
memenuhi kebutuhan makanan, pakaian, maupun tempat tinggal bagi istri
dan anak-anaknya. Kewajiban tersebut tertuang dalam QS. Al-Bagarah (2):

233 yang berbunyi:

sy e 89S, 55, A sdpd) ey

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa telah menjadi kewajiban seorang ayah

untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dengan cara yang patut.

! Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

2 Al-Bagarah (2): 233.



Dalam hukum positif di Indonesia kewajiban memberikan nafkah
tercantum Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan yang menyebutkan bahwa:

(1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu
keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.®

Dengan adanya kewajiban tersebut telah menjadi tugas bagi seorang
suami sebagai kepala rumah tangga untuk menjaga kelangsungan rumah
tangga dengan mencukupi kebutuhan hidup bagi keluarganya. Namun,
apabila suami tidak dapat memenuhi kewajiban nafkah tersebut dan
melalaikannya, istri diberikan hak untuk mengajukan gugatan seperti yang
tertulis pada ayat (3) pada Pasal yang sama dalam Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

(3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing
dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan.*

Ketentuan tentang hak mengajukan gugatan apabila suami lalai dalam
memberikan nafkah kepada istri juga diperkuat dalam Pasal 77 ayat (5)
Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

(5) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing
dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama.®

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul melaporkan data kasus
perceraian yang terjadi di Kabupaten Bantul selama tahun 2018 didominasi

oleh kasus cerai gugat yaitu sebanyak 1.019 kasus. Jumlah tersebut jauh lebih

% Pasal 34 ayat (1).
4 lbid., ayat (3).

5 Pasal 77 ayat (5).



banyak dibandingkan dengan kasus cerai talak yang berjumlah 375 kasus.
Sedangkan alasan perceraian yang terjadi di Kabupaten Bantul didominasi
oleh faktor ketidak harmonisan sebesar 53,83 %, disusul oleh faktor ekonomi
yaitu sebesar 22,66 %, faktor tidak bertanggung jawab sebesar 21,10 %, dan
1,05 % karena alasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).® Fenomena
ini menggambarkan bahwa di Kabupaten Bantul angka perceraian yang
diajukan oleh istri atau cerai gugat lebih tinggi dibandingkan dengan
perceraian yang diajukan oleh suami atau cerai talak. Berdasarkan alasan
perceraian yang terjadi dapat dikatakan bahwa perempuan menjadi pihak

yang mengalami kesulitan dalam rumah tangganya.

Pada praktiknya perkara cerai gugat yang diajukan oleh istri terbatas
pada meminta putusnya perceraian, hak asuh anak, dan nafkah hadhanah saja.
Sedangkan nafkah iddah dan nafkah mut 'ah tidak dapat dimintakan karna hak
nafkah tersebut dianggap gugur pada perkara cerai gugat. Ketentuan tentang
nafkah lampau atau an-nafgah al-madiyah masih terhitung baru, sehingga
tidak banyak orang mengetahui bahwa Penggugat (istri) dapat mengajukan

gugatan nafkah lampau sekaligus dalam surat gugatan cerainya.

& Tim Penyusun, Kabupaten Bantul dalam Angka 2019, (Bantul: Badan Pusat Statistik
Kabupaten Bantul, 2019), him. 130-131.



Nafkah lampau (an-nafgah al-madiyah) adalah nafkah yang belum
dipenuhi oleh seorang suami selaku kepala rumah tangga terhadap istrinya.’
Sejalan dengan pengertian tersebut nafkah yang belum terpenuhi oleh suami
menjadi nafkah yang terhutang yang wajib diberikan kepada istri dan anak
saat terjadi perceraian apabila istri menggugat hak tersebut. Nafkah lampau
tersebut terbagi menjadi dua yaitu nafkah lampau untuk istri dan nafkah

lampau untuk anak.

Pada umumnya nafkah lampau hanya dapat diajukan pada perkara
permohonan cerai talak oleh suami. Pada perkara cerai talak istri diberikan
hak untuk mengajukan gugatan rekonpensi yang salah satunya adalah hak
untuk menggugat hak nafkah yang tidak berikan oleh suaminya kepada istri
dan anak-anaknya selama masa pernikahan. Namun, pada perkara cerai gugat,
hak nafkah lampau tersebut sering tidak dicantumkan dalam surat gugatan
meskipun suami melalaikan kewajibannya sebagai kepala keluarga yaitu

memberikan nafkah secara patut.

Fenomena yang terjadi pada perkara cerai gugat nomor
744/Pdt.G/2020/PA.Btl, dimana perkara ini dilatarbelakangi oleh Penggugat
yang tidak diberikan nafkah oleh suaminya selama masa perkawinan
terhitung sejak tahun 2019 dan Penggugat menjadi korban Kekerasan Dalam

rumah Tangga yang dilakukan oleh suaminya. Alasan tersebut membuat

" Muhammad Nuruddien, Nafkah Madliyah Istri Sebelum Perceraian Perspektif Keadilan
(Studi Analisis Pandangan Fikih Islami dalam Mazhab Hanafiyah dan Syafiiyah), SAKINA: Journal
of Family Studies, Vol. 3, No. 2, him. 4.



Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Bantul.
Dalam gugatan yang diajukan, Penggugat meminta putus perkawinan dan
mengajukan gugatan nafkah lampau atas suaminya yang mengabaikan nafkah
istri dan anak selama masa perkawinan. Gugatan nafkah lampau yang
diajukan oleh Penggugat di dalamnya adalah nafkah lampau untuk Istri
sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan
nafkah lampau untuk dua anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
setiap bulannya terhitung sejak tanggal 1 Juli 2019 hingga perkara yang
diajukan Penggugat tersebut memiliki putusan yang berkekuatan hukum

tetap.

Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 744/Pdt.G/2020/PA.Btl
yang memutus perkara tersebut memuat tentang Majelis Hakim yang
mengabulkan gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat termasuk
mengabulkan gugatan nafkah lampau yang diajukan oleh Penggugat yaitu
sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk
Penggugat terhitung sejak Mei 2020 sampai Oktober 2020 (5 bulan) dan
sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk
anak kedua terhitung sejak Mei 2020 sampai Oktober 2020 (5 bulan) yang

dibayarkan oleh Tergugat sebelum mengambil akta cerai.

Penelitian ini menjadi urgen dilakukan karena gugatan Penggugat
telah diputus dan dikabulkan oleh Majelis Hakim termasuk gugatan nafkah
lampau yang diajukan. Putusan ini pun menjadi putusan pertama tentang

nafkah lampau pada cerai gugat yang dikabulkan di Pengadilan Agama



Bantul. Akan tetapi pada faktanya Penggugat belum menerima haknya berupa
pembayaran materi dari Tergugat berdasarkan isi putusan yang telah

berkekuatan hukum tetap.

Ketentuan tentang nafkah lampau pada perkara cerai gugat sebagai
perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian yang terdapat dalam Surat
Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 merupakan aturan yang
dijadikan landasan dalam perkara gugatan nafkah lampau akan tetapi dalam
aturan tersebut tidak memuat ketentuan tentang eksekusi atas nafkah lampau
secara tegas. Sehingga tujuan perlindungan terhadap perempuan pasca
perceraian yang seharusnya dapat terwujud menjadi tidak memberi dampak
signifikan kepada perempuan. Oleh karena itu penyusun tertarik untuk
melakukan penelitian terhadap putusan nomor 744/Pdt.G/2020/PA.Btl dan
pertimbangan yang digunakan hakim dalam mengabulkan gugatan nafkah

lampau.

Pengadilan Agama Bantul dipilih menjadi tempat penelitian oleh
penyusun karena terdapat cerai gugat yang diajukan sekaligus dengan
gugatan nafkah lampau. Perkara tersebut menjadi perkara nafkah lampau
pertama yang diputus dan dikabulkan oleh Majelis Hakim di Pengadilan

Agama Bantul dalam kasus cerai gugat.



Berdasarkan uraian di atas, penyusun tertarik untuk mengangkat judul
dalam skripsi ini yaitu: “GUGATAN NAFKAH LAMPAU UNTUK ISTRI
DAN NAFKAH LAMPAU UNTUK ANAK DALAM PERKARA CERAI
GUGAT (STUDI KASUS TERHADAP PERKARA NOMOR

744/Pdt.G/2020/PA.Btl)”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok

permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gugatan nafkah lampau untuk istri dan nafkah lampau untuk
anak dalam perkara cerai gugat nomor 744/Pdt.G/2020/PA.Btl?
2. Bagaimana kajian normatif dan yuridis terhadap putusan hakim dalam

perkara cerai gugat nomor 744/Pdt.G/2020/PA.BtI?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Dari pokok-pokok permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian
ini adalah:
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk menjelaskan gugatan nafkah lampau untuk istri dan nafkah
lampau untuk anak dalam perkara cerai gugat nomor
744/Pdt.G/2020/PA.BtI.
b. Untuk menguji secara normatif dan yuridis terhadap putusan hakim

dalam perkara cerai gugat nomor 744/Pdt.G/2020/PA.Btl.



2. Kegunaan Penelitian
a. Akademis
Dengan adanya penyusunan skripsi ini diharapkan dapat
menjadi sumbangsih bagi penyusun dalam bidang akademik dan
menjadi tambahan sumber referensi dan wawasan terkait nafkah
lampau khususnya pada perkara cerai gugat.
b. Praktis
Diharapkan dengan adanya penyusunan skripsi ini dapat
dijadikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan bagi masyarakat
dalam menghadapi penyelesaian persoalan nafkah lampau dalam

perkara cerai gugat.

D. Telaah Pustaka
Penelitian mengenai nafkah lampau atau nafkah madiyah telah banyak
dilakukan oleh berbagai kalangan terutama dikalangan akademisi. Dengan
adanya berbagai penelitian tersebut, penyusun melakukan telaah pustaka
untuk memahami dan menelaah penelitian yang berhubungan dengan judul
skripsi ini guna mengetahui gambaran tentang penelitian sebelumnya dan
memastikan bahwa judul yang diangkat oleh penyusun belum pernah diteliti

sebelumnya.

Skripsi yang disusun oleh Ahmad Darsuki yang berjudul “Tinjauan
Hukum Islam Terhadap Tuntutan Nafkah Terhutang di Lingkungan

Pengadilan Agama” yang meneliti tentang bagaimana ketentuan-ketentuan



nafkah terhutang dari suami di Pengadilan Agama Y ogyakarta dan bagaimana
pandangan hukum lIslam terhadap ketentuan-ketentuan nafkah terhutang
tersebut. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa ketentuan-ketentuan
nafkah terhutang dari suami apabila digugat di Pengadilan oleh istri maka
pada dasarnya semua nafkah, kiswah yang telah lampau yang masih belum
dipenuhi oleh suami harus dilunasi pada pihak istri. Selain itu, pandangan
hukum Islam terhadap ketentuan-ketentuan nafkah terhutang dari suami
bahwa memberikan nafkah kepada istri menjadi kewajiban selama ikatan
perkawinan masih berlangsung. Jika terjadi keengganan dari pihak suami
membayar nafkah sedangkan syarat dan sebab istri untuk mendapatkan
nafkah terpenuhi tetapi kemudian nafkah tersebut tidak dibayar maka akan
menjadi hutang yang harus dipertanggungjawabkan kecuali dilunasi atau
dibebaskan oleh istri.® Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang
dilakukan oleh penyusun adalah pada analisis yang digunakan, dimana
penyusun menganalisis selain menggunakan hukum Islam juga menggunakan
analisis berdasarkan hukum positif di Indonesia untuk perkara cerai gugat

nomor 744/Pdt.G/2020/PA.Btl.

Skripsi yang disusun oleh Achmad Habibul Alim Mappiasse yang
berjudul “Hak Anak Atas Nafkah Terhutang Ayah dalam Perspektif Figh dan
Hukum Positif (Studi Putusan MA No. 608 K/AG/2003)” menjelaskan

tentang analisis hak anak atas nafkah terhutang ayah menggunakan perspektif

8 Ahmad Darsuki, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tuntutan Nafkah Terhutang di
Lingkungan Pangadilan Agama, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
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figih dan hukum positif terhadap Putusan MA No. 608 K/AG/2003. Dalam
penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam figih dan hukum positif anak
merupakan tanggungjawab ayah untuk memberi nafkah dan dengan adanya
tanggungan maka terdapat ancaman bagi ayah yang tidak memberikan nafkah
kepada anaknya yang wajib dinafkahinya. Jika ayah menolak memberikan
nafkah tersebut maka menjadi hutang bagi sang ayah. Sedangkan
pertimbangan MA dalam putusannya menolak gugatan nafkah lampau adalah
karena kewajiban ayah memberikan nafkah kepada anaknya merupakan li
intifa’ dan bukan li tamlik.® Perbedaan dengan skripsi penyusun adalah
penyusun menganalisis tentang dua nafkah lampau, yaitu nafkah lampau
untuk istri dan nafkah lampau untuk anak menurut hukum Islam dan hukum

positif di Indonesia pada perkara cerai gugat nomor 744/Pdt.G/2020/PA.Btl.

Tesis yang disusun oleh Alik Rizal Alfarisy yang berjudul “Analisis
Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Tentang Pembebanan Nafkah Iddah,
Madliyah, dan Mut’ah (Studi Putusan No 1009/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn)
menjelaskan tentang analisis pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama
Kabupaten Madiun No 1009/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn yang menghukum
kepada pihak Pemohon untuk membayarkan sejumlah uang nafkah iddah,
madliyah, dan mut’ah yang diktumnya mempersyaratkan pembayaran
sejumlah uang yang harus dibayarkan terlebih dahulu sebelum Pemohon

menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon. Dalam penelitian tersebut

® Ahmad Habibul Alim Mappiasse, Hak Anak Atas Nafkah Terhutang Ayah dalam
Perspektif Figh dan Hukum Positif (Studi Putusan MA No. 608 K/AG/2003), Fakultas Syari’ah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
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menyimpulkan bahwa dalam diktum putusan tersebut mencantumkan
persyaratan pembayaran nafkah sebelum sidang pengucapan ikrar talak,
setidaknya majelis hakim dalam memutus perkara khususnya pada perkara
perceraian tidak harus berfikir dan mengadili secara prosedural (normatif),
akan tetapi perlu adanya upaya terobosan hukum sebagai langkah penemuan
hukum. Sedangkan diktum sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (3) UU
Nomor 1 Tahun 1974 yang dalam melunasi nafkah madliyah dapat ditafsirkan
untuk terlebih dahulu dipaksakan pembayarannya serta Pasal 117 KHI
tentang kewajiban membayar nafkah iddah, maka terdapat tumpang tindih
antara kepastian hukum dan keadilan hukum, maka majelis hakim yang
memutus mengutamakan aspek keadilan terlebih dahulu memberikan apa
yang menjadi haknya, sejalan dengan Perma No. 3 Tahun 2017 dalam
memberikan perlindungan dan keadilan hukum, dengan memperhatikan
aspek sosiologis dalam mengukur kemampuan suami dalam pembebanan
nafkah.'® Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penyusun adalah
penelitian tersebut meneliti tentang hak-hak nafkah istri pada perkara cerai
talak sedangkan skripsi penyusun meneliti tentang hak nafkah lampau untuk
istri dan nafkah lampau untuk anak pada perkara cerai gugat yaitu pada

perkara nomor 744/Pdt.G/2020/PA.Btl.

10 Alik Rizal Alfarisy, Analisis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama tentang
Pembebanan  Nafkah  Iddah, Madliyah, dan  Mut’'ah  (Studi  Putusan  No
1009/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mn), Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2019.
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SAKINA: Journal of Family Studies Volume 3 Nomor 2 Tahun 2019
yang disusun oleh Muhammad Nuruddien yang berjudul “Nafkah Madliyah
Istri Sebelum Perceraian Perspektif Keadilan (Studi Analisis Pandangan
Fikih Islami Dalam Mazhab Hanafiyah dan Syafiiyah) yang membahas
tentang pendapat Mazhab Hanafiyah dan Syafiiyah mengenai nafkah
madliyah istri sebelum perceraian dan proses terpenuhinya nafkah madliyah
sebelum perceraian perspektif keadilan. Penelitian ini menyimpulkan dalam
Mazhab Syafii terdapat dua pendapat yang menyatakan bahwa nafkah lampau
merupakan hutang yang wajib untuk dibayarkan dan pembayarannya tidak
memerlukan putusan peradilan. Sedangkan pada Mazhab Hanafi lebih
mendekati pada sebuah keadilan melihat proses pembayaran nafkah lampau
diharuskan melalui putusan peradilan, dan putusan peradilan lebih mendekati
pada keadilan.'* Perbedaan penelitian tersebut dengan skripsi penyusun
adalah pada analisis yang digunakan, dimana penyusun menganalisis selain
menggunakan hukum Islam juga menggunakan analisis berdasarkan hukum

positif di Indonesia untuk perkara cerai gugat nomor 744/Pdt.G/2020/PA.Btl.

Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies
Volume 5 Nomor 1 Maret Tahun 2019 yang disusun oleh Mansari dan
Moriyanti yang berjudul “Sensitifitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah

Istri Pasca Perceraian” membahas tentang sensitifitas hakim hakim terhadap

11 Muhammad Nuruddien, Nafkah Madliyah Istri Sebelum Perceraian Perspektif Keadilan
(Studi Analisis Pandangan Fikih Islami dalam Mazhab Hanafiyah dan Syafiiyah), SAKINA: Journal
of Family Studies, Vol. 3, No. 2, 2019.



13

nafkah istri pasca perceraian, peran hakim dalam merealisasikan nafkah istri
dan alasan hakim tidak memberikan nafkah istri dalam putusan. Penelitian ini
menyimpulkan bahwa hakim memiliki sensitifitas terhadap perlindungan
nafkah iddah dan madliyah istri pasca perceraian. Sensitifitas ini dinilai
dengan dua indikator yaitu upaya hakim dalam merealisasikan nafkah dengan
menggunakan hak ex officio (kewenangan karena jabatannya) meskipun tidak
diminta oleh istri dalam gugatannya (rekonpensi) dan perealisasian nafkah
yang ditetapkan dalam putusan dengan menunda prosesi ikrar talak sebelum
dilunasi nafkah baik nafkah iddah maupun madliyah dalam putusan.t?
Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah perkara
yang diteliti dimana pada penelitian penyusun meneliti tentang nafkah
lampau  pada perkara cerai gugat yaitu perkara  nomor

744/Pdt.G/2020/PA.Btl.

Berdasarkan telaah pustaka yang telah dilakukan oleh penyusun,
penyusun menemukan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang
dilakukan sebelumnya. Penelitian ini lebih menekankan pada gugatan nafkah
lampau untuk istri dan nafkah lampau untuk anak dalam perkara cerai gugat
yaitu pada perkara Nomor 744/Pdt.G/2020/PA.Btl. Oleh karena itu penyusun

tertarik untuk mengangkat judul tersebut untuk skripsi ini.

12 Mansari & Moriyanti, Sensitifitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Isteri Pasca
Perceraian, Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies, Vol. 5, No. 1,
Maret 2019.
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E. Kerangka Teori

Nafkah dalam Islam memiliki makna segala biaya hidup yang
merupakan hak istri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian, dan tempat
kediaman serta beberapa kebutuhan pokok lainnya, bahkan sekalipun istri
memiliki kecukupan dalam materi. Dari pengertian tersebut dapat
disimpulkan bahwa kewajiban seseorang untuk memberikan nafkah kepada
siapa yang berhak menerimanya, seperti dalam pernikahan suami
berkewajiban memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya yang bertujuan
untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan. Kewajiban nafkah tersebut
disesuaikan menurut kebutuhan dan kemampuan suami agar selaras dengan

keadaan dan standar kehidupan mereka.3

Kewajiban memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya tersebut
menjadi sebuah keharusan bagi suami selama masa perkawinan. Apabila
kewajiban tersebut tidak dilaksanakan maka istri diberikan hak untuk
menggugat nafkah tersebut menjadi nafkah lampau pada saat perceraian

terjadi.

13 Syamsul Bahri, Konsep Nafkah dalam Hukum Islam, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 66,
Agustus 2015, him. 382.
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Definisi Cerai gugat adalah ikatan perkawinan yang putus akibat dari
permohonan yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, yang kemudian
termohon atau suami menyetujui, sehingga Pengadilan Agama mengabulkan

permohonan tersebut.#

Berkaitan dengan kewajiban nafkah suami, terdapat istilah nafkah
lampau dalam perkara perceraian. Nafkah lampau (an-nafgah al-madiyah)
adalah nafkah terdahulu yang tidak atau belum ditunaikan atau dilaksanakan
oleh suami kepada istrinya sewaktu masih terikat perkawinan yang sah, oleh
karena itu istri menggugat suaminya ke Pengadilan Agama dengan gugatan
nafkah lampau atau nafkah yang belum ditunaikan oleh suami selama lebih
dari tiga bulan secara berturut-turut sebagaimana yang telah tercantum dalam

Shigat Thalag.®

Definisi Nafkah lampau untuk istri (an-nafqgah al-madiyah li at-
tamlik) adalah nafkah yang timbul akibat belum atau tidak terpenuhinya
nafkah dari suami kepada istrinya selama masa perkawinan dan nafkah
tersebut adalah milik istri yang harus ditunaikan oleh suami sehingga istri
dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama apabila hak tersebut
tidak terpenuhi. Sedangkan nafkah lampau untuk anak (an-nafgah al-

madiyah li al-intifa’) adalah nafkah yang timbul akibat belum atau tidak

81.

14 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), him.

15 Sisca Hadi Velawati, dkk., Nafkah Madliyah dalam Perkara Perceraian, (Malang:

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya), him. 6.
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terpenuhinya nafkah yang memberi manfaat dari seorang ayah kepada
anaknya selama masih dalam tanggungan ayahnya, sehingga nafkah tersebut

dapat digugat oleh ibu (istri) kepada ayahnya melalui Pengadilan Agama.

Terdapat beberapa pendapat ulama di kalangan umat Islam yang
menjelaskan kewajiban nafkah yang harus dibayarkan suami apabila suami
tidak memberikan nafkah kepada istri dan anaknya selama beberapa waktu
dan istri menuntut haknya di Pengadilan atas nafkah tersebut diantaranya

adalah:

a. Untuk nafkah kepada istri beberapa ulama berpendapat tentang alasan
suami tidak dapat menunaikan nafkah kepada istri yaitu:

1) Suami tidak memberikan nafkah karena berada dalam kesulitan,
maka ulama bersepakat untuk tidak diperbolehkan memenjarakan
suami yang tidak mampu memberi nafkah pada istrinya sehingga
menurut ulama dikalangan Hanafiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah
nafkah tersebut tidak menjadi gugur dan dianggap hutang yang harus
dibayarkan saat kondisi lapang, sedangkan menurut kalangan
Malikiyah nafkah tersebut dianggap gugur dan tidak menjadi hutang.

2) Suami tidak memberikan nafkah pada istrinya sedangkan ia dalam
kondisi lapang. Kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa nafkah
tersebut adalah hutang yang harus dibayarkan kepada istri dan hakim

dapat menyita harta suami dan diberikan kepada istri.
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b. Untuk nafkah kepada anak kalangan Hanafiyah, Syafi’iyah, dan
Hanabilah berpendapat bahwa nafkah merupakan tanggungjawab ayah
selama anak masih belum dapat memenuhinya sendiri sehingga nafkah
tersebut dapat menjadi gugur apabila anak tersebut sudah tidak
memerlukan nafkah dari ayahnya, kecuali anak tersebut harus berhutang
untuk memenuhi kebutuhannya maka ayah dianggap berhutang nafkah

yang belum dibayarkan.*6

Selain itu terdapat ketentuan- ketentuan tentang nafkah lampau dalam
hukum positif di Indonesia salah satunya dalam Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 34 ayat (3), yang berbunyi:

(3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing
dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan.t’

Ketentuan tersebut juga disebutkan dalam Pasal 77 ayat (5) Kompilasi
Hukum Islam yang berbunyi:

(5) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing
dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama.'®

Selain ketentuan yang terdapat pada peraturan perundang-undangan
terdapat pula peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan nafkah lampau
yang merupakan hak istri pasca terjadinya perceraian, diantaranya Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili

16 Satria Effendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, (Jakarta:
Kencana, 2010), him. 160-162.

17 pasal 34 ayat (3).

18 pasal 77 ayat (5).
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Perempuan Berhadapan dengan Hukum pada Pasal 6 huruf (a) dan (b) yang
berbunyi:

Hakim dalam mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan
Hukum:

(@) mempertimbangkan Kesetaraan Gender dan Stereotip Gender
dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis.

(b) melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan/atau
hukum tidak tertulis yang dapat menjamin Kesetaraan Gender.*®

Pada perkara cerai talak, dalam rangka pelaksanaan Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 untuk memberikan perlindungan
hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian terdapat ketentuan untuk
pembayaran kewajiban akibat terjadinya perceraian dalam Surat Edaran
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka (1) yang menegaskan
bahwa:

“....maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah
iddah, mut’ah, dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar
putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar

talak dapat dilaksanakan bila isteri tidak keberatan atas suami tidak
membayar kewajiban tersebut pada saat itu....”%°

Selain itu dalam perkara cerai gugat, rangka pelaksanaan Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 untuk memberikan perlindungan
bagi hak-hak perempuan pasca perceraian terdapat ketentuan pada Surat
Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 yang menegaskan kewajiban

pembayaran kewajiban suami kepada istrinya pasca perceraian yaitu:

19 pasal 6 huruf (a) dan (b).

20 Huruf C angka (1).
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“...maka dalam perkara cerai gugat maka putusan hakim dapat
menambahkan kalimat sebagai berikut: “...yang dibayar sebelum
Tergugat mengambil akta cerai”, dengan ketentuan amar tersebut
dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan. "%

Berkaitan dengan pendekatan normatif dan yuridis yang digunakan
dalam penelitian ini, penyusun menggunakan teori menurut Gustav
Radbruch, seorang filosof hukum Jerman yang menginisiasi tiga ide unsur
dasar hukum, yang oleh sebagian pakar diidentikkan juga sebagai tiga

tujuan hukum yaitu:

a. Keadilan
Salah satu dari asas keadilan adalah persamaan hak dan
kewajiban atas semua orang di depan hukum (equality before the law)
sehingga keadilan yang hendak dicapai oleh hukum dipahami dalam
konteks kesamaan baik kesamaan numerik yang berprinsip pada
persamaan derajat atas setiap orang sama di hadapan hukum maupun
kesamaan proposional dalam arti memberi kepada setiap orang apa

yang menjadi hak dan kewajibannya.??

b. Kepastian hukum
Kepastian hukum menekankan pada penegakkan hukum yang

berdasarkan pada pembuktian secara formil, artinya suatu perbuatan

2L Huruf C angka 1 (b).

22 Nurlidah, dkk., Menakar Tujuan Hukum Dibalik Keberpihakan Putusan MA No. 46
P/HUM/2018 Terhadap Koruptor, Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam, Vol. 4, No.
2, Juli 2016, him. 106.



baru dapat dikategorikan sebagai pelanggaran apabila melanggar
aturan tertulis tertentu. Sehingga hakim dalam memutuskan perkara
selain berdasarkan pada fakta yang terjadi juga harus memperhatikan
dasar hukum yang menjadi dasar putusannya yaitu sesuai dengan

perundang-undangan yang berlaku.?3
Kemanfaatan

Kemanfaatan menurut Jeremy Bentham menjadi tujuan utama
pembentukan hukum positif. Sehingga putusan hakim harus
memberikan manfaat bagi dunia peradilan, masyarakat umum, dan
perkembangan ilmu pengetahuan. Menurut pendapat Sudikno
Mertokusumo masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan
dan penegakkan hukum karena hukum itu untuk manusia maka
pelaksanaan hukum atau penegakkan hukum harus memberi manfaat

atau kegunaan bagi masyarakat. 2

Teori tersebut menjelaskan tujuan dari hukum adalah mewujudkan

keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dan menurut teori ini

keadilan harus selalu menjadi prioritas.?®® Dalam pelaksanaannya ketiga

unsur tersebut saling membutuhkan. Keadilan tidak dapat tercapai jika

masyarakat kacau atau tidak tertib, ketertiban masyarakat memerlukan

2 Ibid., him. 112-113.

24 Ibid., him. 118.

20

%5 Lukman Santoso AZ, Yahyanto, Pengantar llmu Hukum, (Malang: Setara Press, 2016),

him. 107.
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kepastian hukum, dan kepastian hukum tidak akan berguna apabila hukum

tersebut tidak adil dan tidak bermanfaat bagi rakyat.2®

F. Metode Penelitian
Metodologi penelitian merupakan suatu cara utama yang digunakan
bagi seorang peneliti untuk meraih sesuatu yang diharapkan, setelah peneliti
melakukan pertimbangan kelayakan yang ditinjau dari tujuan situasi
peneliti.?” Adapun metodologi penelitian yang digunakan penyusun dalam

pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan oleh penyusun dalam
pembahasan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (library research)
yaitu penyusun mencari data primer yang berkaitan dengan masalah yang
diteliti untuk dijadikan landasan teoritis bagi penelitian yang dilakukan.?®
Data yang digunakan berupa berkas Putusan Pengadilan Agama Bantul
Perkara Nomor 744/Pdt.G/2020/PA.Btl dan data kepustakaan lainnya

yang berkaitan dengan nafkah lampau.

% Fence M. Wantu, Pengantar llmu Hukum, (Gorontalo: Reviva Cendekia, 2015), him. 5.

27 Winarno Syrakhmad, Pengantar Penelitian IImiah 9 Dasar Metode Teknik, (Bandung:
Tarsito, 1990), him. 191.

28 Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, cet. ke-3 (Jakarta: Granit, 2010),
him. 57.
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2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif karena penelitian ini merupakan
paradigma penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai
masalah-masalah dalam kehidupan sosial?® dengan menggunakan
metode deskriptif-analitik, yaitu memberikan gambaran mengenai
kenyataan pada pelaksanaan ketentuan dalam peraturan yang didasarkan
pada ketentuan hukum vyang berlaku untuk dapat dilakukan
penganalisaan yang betujuan untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan
yang bersifat umum.*®* Pada penelitian ini penyusun akan
mendeskripsikan perkara nomor 744/Pdt.G/2020/PA.Btl yang kemudian

dilakukan analisis yang bertujuan untuk membuat suatu kesimpulan.

3. Pendekatan Penelitian
Pada skripsi ini penyusun menggunakan pendekatan normatif-
yuridis. Yang dimaksud dengan pendekatan normatif adalah pendekatan
menggunakan dalil-dalil dan norma-norma hukum Islam, yang diambil
baik dari Al-Qur’an, hadis, dan lain sebagainya. Sedangkan yang
dimaksud dengan pendekatan yuridis adalah pendekatan yang
berdasarkan dengan peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan

nafkah lampau yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

2 Tengku Erwinsyahbana, dan Ramlan, Penelitian Kualitatif Bidang llmu Hukum dalam
Perspektif Filsafat Konstruktivis, (Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera
Utara, 2018), him. 5.

30 Ashofa Burhan, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), him. 19.
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Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan- peraturan lain yang

berkaitan dengan nafkah lampau.

4. Sumber Data Penelitian
a. Sumber Data Primer
Sumber data primer adalah sumber pokok yang langsung
memberikan data kepada pengumpul data.* Sumber data primer
pada pembahasan skripsi ini adalah berkas putusan Pengadilan
Agama Bantul Nomor 744/Pdt.G/2020/PA.Btl.
b. Sumber Data Sekunder
Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung
memberikan data.®> Sumber sekunder yang digunakan penyusun
pada skripsi ini berupa buku-buku, penelitian-penelitian, dan
dokumen-dokumen yang berhubungan dengan nafkah lampau yang

menjadi objek penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data
a. Dokumentasi
Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data
dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang berkaitan

dengan penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran dari

31 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, (Bandung: Alfabeta,
2009), him. 38.

%2 1bid.
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sudut pandang subjek melalui media tertulis atau dokumen lainnya
yang dibuat oleh subjek yang bersangkutan.®* Dokumen yang
menjadi acuan bagi penyusun adalah berkas putusan Pengadilan
Agama Bantul Nomor 744/Pdt.G/2020/PA.Btl dan dokumen-
dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh

penyusun.

6. Analisis Data

Pada pembahasan skripsi ini penyusun menggunakan metode
analisis kualitatif yaitu menjabarkan dan menganalisa berkas Putusan
Pengadilan Agama Bantul Nomor 744/Pdt.G/2020/PA.Btl tentang
gugatan nafkah lampau untuk istri dan nafkah lampau untuk anak yang
terkait dengan landasan yuridis yang menjadi pertimbangan hakim.
Kemudian analisis tersebut dijabarkan dengan menggunakan pola
berfikir deduktif yaitu metode yang digunakan dalam pembahasan yang
berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian menilai

suatu kejadian bersifat khusus.®*

3 Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Salemba Humanika,
2010), him. 143.

3 Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitiatif, (Bandung: Rosyda Karya, 1990),

him. 320.
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G. Sistematika Pembahasan
Sistematika pembahasan skripsi ini dibagi menjadi lima bab beserta

lampiran-lampiran yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang
penelitian, rumusan masalah yang berisi pokok-pokok permasalahan yang
diteliti pada skripsi ini, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka yang
berisi penelitian sebelumnya untuk mengetahui sejauhmana penelitian dan
memastikan bahwa penelitian pada skripsi ini belum pernah dilakukan,
kerangka teori yang berisikan tentang teori yang digunakan dalam
menganalisis penelitian, metode penelitian yang berisi yang terdiri dari jenis
penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik

pengumpulan data, dan analisa data.

Bab kedua berisi gambaran yang berkaitan dengan nafkah lampau
untuk istri dan nafkah lampau untuk anak yang didalamnya meliputi
pengertian, dasar hukum, dan ketentuan nafkah lampau dalam hukum Islam

dan perundang-undangan.

Bab ketiga berisi tentang gambaran umum profil Pengadilan Agama
Bantul, gambaran umum perkara nomor 744/Pdt.G/2020/PA.Btl,
pertimbangan hukum pada putusan nomor 744/Pdt.G/2020/PA.Btl terkait

dengan gugatan nafkah lampau untuk istri dan nafkah lampau untuk anak.
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Bab keempat berisi tentang analisis terhadap perkara nomor
744/Pdt.G/2020/PA.Btl yang meliputi analisis normatif terhadap putusan
nomor 744/Pdt.G/2020/PA.Btl dan analisis yuridis terhadap putusan nomor
744/Pdt.G/2020/PA.Btl yang berkaitan dengan gugatan nafkah lampau untuk

istri dan nafkah lampau untuk anak dalam perkara cerai gugat.

Kelima yaitu penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan hasil
dari analisa penyusun dalam pembahasan skripsi ini dan saran yang menjadi

akhir pembahasan skripsi ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya,

maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkara cerai gugat nomor 744/Pdt.G/2020/PA.Btl diajukan oleh
Penggugat dengan alasan Tergugat melakukan tindakan kekerasan rumah
tangga dan Tergugat tidak melakukan kewajibannya memberikan nafkah
kepada Penggugat dan kedua anaknya selama masa perkawinan terhitung
sejak bulan Agustus 2019. Dalam gugatan tersebut Penggugat memohon
kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu ba’in sughraa
Tergugat terhadap Penggugat. Selain itu Penggugat mengajukan gugatan
nafkah lampau untuk Pengunggat sebesar Rp.1.700.000,- dan nafkah
lampau untuk kedua anaknya sebesar Rp.2.000.000,- setiap bulannya
sejak bulan Juli 2019 sampai dengan putusan tersebut memiliki kekuatan
hukum tetap yang dibayarkan Tergugat sebelum mengambil akta cerai.

Berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti pada persidangan
Majelis Hakim memutuskan perkara ini dengan mengabulkan gugatan
Penggugat sebagian yaitu menjatuhkan talak satu ba’in sughraa Tergugat
terhadap Penggugat, dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah
lampau untuk Penggugat sejak bulan Mei hingga bulan Oktober 2020

sebesar Rp.3.750.000,- dan nafkah lampau untuk anak sejak bulan Mei

97
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hingga bulan Oktober 2020 sebesar Rp.3.750.000,- yang dibayarkan oleh
Tergugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai.

Ketentuan normatif nafkah lampau dalam hukum Islam secara garis besar
terdapat dalam QS. Al-Bagarah ayat 233 dan QS. At-Talag ayat 7.
Berdasarkan pendapat jumhur ulama, kondisi Tergugat dapat
dikategorikan mampu untuk memberikan nafkah kepada istri dan anaknya
akan tetapi Tergugat secara sengaja meninggalkan kewajiban tersebut.
Sehingga kewajiban nafkah Tergugat tidak gugur dan menjadi nafkah
lampau/terhutang kepada istri dan anaknya sehingga nafkah tersebut
dapat dituntut oleh Penggugat melalui Pengadilan.

Berdasarkan analisis yuridis gugatan nafkah lampau untuk istri
dan nafkah lampau untuk anak sudah sesuai dengan aturan yang berlaku
dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
Kompilasi Hukum Islam, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2
Tahun 2019, dan Buku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan. Secara teori tujuan hukum unsur keadilan, kepastian hukum,
dan kemanfaatan pada putusan perkara ini sudah tercapai melalui dasar
hukum yang telah disebutkan sebelumnya. Akan tetapi masih terdapat
dilema dalam eksekusi putusan pada perkara ini. Ketentuan tentang
eksekusi nafkah lampau tidak diatur secara rinci dan tegas, karena
ketiadaan aturan tentang sanksi dan waktu pembayaran dapat
menimbulkan celah Tergugat untuk mengabaikan isi putusan dengan

mudabh.
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B. Saran

1. Ketentuan terkait hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian termasuk
ketentuan nafkah lampau pada perkara cerai gugat masih tergolong baru
sehingga tentu saja dalam penerapan masih memerlukan banyak
pernyempurnaan. Penyusun berharap bagi pemerintah untuk selalu
menyempurnakan aturan terkait hak nafkah pasca perceraian, khususnya
pada eksekusi hak nafkah pada cerai gugat agar dapat menjamin hak-hak
para pencari keadilan. Bagi masyarakat yang akan dan sudah dalam
perkawinan diharapkan untuk lebih memahami hak-hak dan kewajiban
suami dan istri sehingga apabila terjadi permasalahan perceraian
khususnya permasalahan hak dan kewajiban pasca perceraian dapat
dilaksanakan dengan baik tanpa ada pihak yang merasa dirugikan.

2. Penyusun menyadari bahwa penelitian ini merupakan penelitian yang
hanya mengkaji sebagian kecil dari persoalan hak nafkah pasca perceraian
sehingga masih banyak kekurangan dan banyak hal yang perlu dikaji
dalam fenomena ini. Oleh karena itu diharapkan bagi peneliti selanjutnya
lebih mengembangkan penelitian terkait isu-isu dan fenomena terkait
perlindungan hak perempuan pasca perceraian dengan menambahkan teks-
teks dan bacaan serta ketentuan dan aturan yang lebih baru sesuai dengan

perkembangan hukum di Indonesia.
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